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Abstract

Providing education and training of civil servants is always based on a
system which is a series of 3 (three) stages, namely 1) determination of
educational and training needs;2) the education and training; and3)
evaluation of post education and training.The ineffectiveness of the
implementation of policy determination of the needs of education and
technical training as well as functional is affected by 4 (four) factors: a lack
of effective communication, inadequate resources, disposition or necessary
tendency of the parties concerned still needs to be improved and the
bureaucratic structure of Board of Education and Training East Java
Province who have not specified the task of identifying the needs of
education and training into staff duties.Based on the results of the study as
stated, so that the implementation of policy determination of the needs of
education and technical training as well as functional can achieve maximum
results compared with the current, then the determination of need for
education and training would need to be addressed more effectively based
on needs analysis and any organization providing education and technical
and functional training should be based on educational needs and
appropriate training. Model analysis of the corresponding need at the
moment is T-NAT that can be tested and adapted to conditions of Board of
Education and Training of East Java province at this time.

1. PENDAHULUAN

Pengembangan strategi manajemen sumberdaya manusia dilakukan dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai di sektor publik. Pilihan strategi pengembangan
sumberdaya manusia dapat melalui Pendidikan atau Pelatihan.

Pelatihan seharusnya memfokuskan pada tujuan bersifat spesifik. Pelajaran
umum yang diajarkan oleh lembaga pelatih melekat nilai dalam seting tujuan dan
dapat diterapkan dalam Pelatihan. Pegawai harus tahu apakah yang mereka harapkan
dari hasil belajar dan mengapa Pelatihan itu penting bagi peningkatan kinerja pegawai
kedepannya.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas perlu
adanya pembinaan melalui pendidikan dan Pelatihan yang mengarah kepada:(a).
Meningkatkan kepribadian dan seruangat pengabdian kepada masyarakat; (b).
Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun
kepemimpinannya; (c). Dapat melaksanakan tugasnya dengan seruangat kerjasama
dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Sesuai dengan sistem pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka
upaya untuk mewujudkan pendidikan dan Pelatihan teknis yang efektif dan efisien

131



Samidi

memerlukan adanya 3 tahapan yang penting yakni: (1). Penentuan kebutuhan
pendidikan dan Pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; (2)
Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan yang tepat; dan (3) Dilaksanakannya
evaluasi purna pendidikan dan Pelatihan secara tepat pula.

Berdasarkan data empiris kadang-kadang pendidikan dan Pelatihan yang
diselenggarakan Diklat Provinsi Jawa Timur belum seluruhnya berdasarkan pada
kebutuhan yang nyata dari Organisasi, atau Pelatihan yang diselenggarakan belum
menjangkau semua kebutuhan nyata dari masing-masing organisasi. Hal ini
disebabkan karena implementasi penentuan kebutuhan pendidikan dan Pelatihan
belum dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang tepat.

Mengingat sangat strategisnya peranan penentuan kebutuhan pendidikan dan
Pelatihan teknis bagi berhasilnya pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan teknis dan
fungsional, dimana hal ini merupakan salah satu tugas pokok pendidikan dan
Pelatihan, maka permasalahan yang timbul antara lain (1). Pelaksanaan penentuan
kebutuhan pendidikan dan Pelatihan teknis oleh DIKLAT Provinsi Jawa Timur; (2).
Faktor yang menentukan analisis kesesuaian jenis-jenis pendidikan dan Pelatihan
teknis yang ditawarkan olenh DIKLAT Provinsi Jawa Timur dengan kebutuhan dari
organisasi; dan (3). Model analisis kebutuhan yang kondusif bagi efektivitas
penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan di Diklat Provinsi Jawa Timur?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapat Ahli

1. Menurut Gerald T Gabris (1992)bahwa rencana strategik terkait dengan
pendidikan dan penelitian merupakan salah satu bentuk intervensi teknologi dalam
pengembangan organisasi,

2. Menurut Sue R. Faerman, Carolyn Ban (1993), isu yang dibangun adalah
pentingnya analisis data dan ukuran kepuasan. Studi ini menghasilkan isu penting
yang memusatkan pada evaluasi program Pelatihan.

3. Robert C. Wood dalam Lloyd G. Nigro (1990), bahwa merespon hal-hal tentang
korupsi dalam lembaga federal, dia berharap eksekutif mengembangkan
sumberdaya staf yang dibutuhkan untuk melindangi integritas pelayanan publik
dan meningkatnya kepercayaan publik pada pemerintah.

4. Thomas R. Dye (1979) yang menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara itu ialah
pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh
pemerintah.

5. James A. Anderson (1979) juga memberi gambaran kebijaksanaan sebagai
rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan
oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

6. Menurut Ripley (1985) menetapkan tahapan kebijakan publik yaitu
(1). Agenda Setting; (2). Formulation and legitimation of goal and programs; (3).
Program Implementasi performance and impact; dan (4). Decision about the
future of the policy and program.

7. Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn(1975), menyatakan bahwa
implementasi kebijaksanaan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang
dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau (kelompok swasta), yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu
keputusan kebijaksanaan sebelumnya.
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8. Menurut George C. Eward 11l (1980), terdapat empat faktor atau variabel yang
berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu
kebijaksanaan vyaitu faktor communication, resources, dispositions dan
bureaucratis structures.

9. Menurut Drs. Moekijat (1991 : hal 77) dikatakan bahwa Pelatihan diperlukan bagi
pegawai-pegawai lama apa terdapat perubahan-perubahan dalam jabatan,
misalnya perlengkapan, prosedur, tanggung jawab, atau standart kerja yang baru,
adanya pegawai yang dipromosikan atau dipindahkan, apabila penilaian hasil
kerja atau ukuran pengawasan kualitas menunjukkan adanya permasalahan yang
disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan kecakapan

Kebijakan Analisis Kebutuhan

Istilah kebutuhan (needs) digunakan dalam berbagai bidang antara lain psikologi,
biologi dan ekonomi. Bradshaw mengidentifikasi adanya 5 (lima) jenis kebutuhan,
yaitu : Kebutuhan Normatif, Kebutuhan Yang Dirasakan, Kebutuhan Yang
Diekspresikan, Kebutuhan Komparatif dan Kebutuhan Masa Datang.

Analisis Kebutuhan menurut Briggs adalah suatu proses untuk menentukan apa
yang seharusnya (sasaran-sasaran) dan mengukur jumlah ketimpangan antara apa
yang seharusnya dengan apa yang senyatanya.

Kebutuhan Pelatihan dapat diketahui sekiranya teriadi ketimpangan antara
kondisi (pengetahuan, keahlian dan prilaku) yang senyatanya ada dengan tujuan-
tujuan/kinerja yang diharapkan tercipta pada suatu organisasi. Kebutuhan
kependidikan (educational needs) atau kebutuhan Pelatihan (training needs) adalah
kesenjangan yang dapat diukur antara hasil-hasil yang ada sekarang dan hasil-hasil
yang diinginkan atau dipersyaratkan. Tidak semua kesenjangan atau kebutuhan
mempunyai tingkat kepentingan yang sama untuk segera dipenuhi. Sekali kebutuhan
terpilih untuk dipenuhi maka dia akan menjadi masalah. Dengan demikian, masalah
adalah "selected gap".

Analisis Kebutuhan Diklat

Analisis Kebutuhan Diklat memiliki kaitan yang erat dengan Perencanaan diklat.
Perencanaan yang paling baik didahului dengan mengidentifikasikan kebutuhan.
Perencanaan sistem pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari masalah karena dengan
adanya masalah tersebut diperlukan Perencanaan sistem pembelajaran. Dalam kaitan
tersebut, yang dimaksud dengan Perencanaan adalah suatu proyeksi dari tindakan
untuk mencapai tujuan, dengan elemem-elemen sebagai berikut :

1. Identifikasi dan pendokumentasian kebutuhan;

2. Memilih masalah yang terdokumentasi tersebut untuk dijadikan prioritas tindakan;

3. Merinci hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai dari pemilihan kebutuhan
tersebut;

4. Mengidentifikasikan hal-hal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah;

5. Menguatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah;

6. Mengidentifikasikan alternatif dan peralatan yang memungkinkan untuk
memecahkan masalah tersebut.

Analisis Kebutuhan Diklat Metode T-NAT

Training Need Assessment Tool (T-NAT) adalah salah satu dari banyak alat yang
digunakan dalam menganalisa kebutuhan Pelatihan yang didasarkan atas kecakapan
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para peserta latih dan kebutuhan lembaga/organisasi, sehingga materi Pelatihan yang

diberikan adalah yang meruang benar-benar dibutuhkan dalam memperbaiki kinerja.
T-NAT merupakan suatu proses untuk mengintegrasikan tingkat penguasaan

pekerjaan (ability level) dengan tingkat kebutuhan pekerjaan (job need level).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif — evaluatif(descriptive evaluation):
penelitian ini berusaha menggambarkan implementasi dari kebijaksanaan penentuan
kebutuhan pendidikan dan Pelatihan teknis yang dilakukan oleh DIKLAT Provinsi
Jawa Timur dan mengevaluasi aktivitas dari pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan di
Provinsi Jawa Timur yang diperlukan oleh organisasi serta faktor-faktor diperlukan
oleh suatu organisasi.

Adapun pendekatan yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan mengungkap
peristiwa-peristiwa riil dilapangan dan meugungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi
(hidden value) dari penelitian. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini
berusaha untuk memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala atau untuk
mendapat gambaran ciri-ciri individu dan kelompok.

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi efektivitas impelementasi kebijakan
analisis kebutuhan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur,
mengidentifikasikan dan menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
Provinsi Jawa Timur serta 3. Menemukan pola analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan yang kondusif untuk Provinsi Jawa Timur.

4. HASIL PENELITIAN

Pembinaan Pegawai diarahkan agar pegawai menjadi aparatur pemerintahyang
selalu setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta profesional
dibidangtugasnya.

Berdasarkan  surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
893/3/743,dinyatakan bahwa jenis pendidikan dan Pelatihan teknis subtansif,
yaitumemberikan bekal untuk melaksanakan tugas pokok, diserahkan kepadaDaerah
Provinsi untuk menentukan kebutuhan Pelatihannya, denganmemperhatikan arahan
dari Departemen Teknis.Beberapa jenis Pelatihan teknis tersebut, melalui proses
penyesuaiandengan kebutuhan daerah, dijadikan program Tahunan Diklat Provinsi.

Dengan demikian jika mengambil sepenuhnya program dari Badan Diklat,maka
kebutuhan Pelatihan teknis substantif tidak dapat terpenuhi, padahal Pelatihan yang
bersifat teknis substantif sangat diperlukan untuk bekalpegawai dalam melaksanakan
tugas pokok organisasi.

Berdasarkan usul dari organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan dari
Bupatil Walikota se-Jawa Timur, pada umumnya organisasi tersebut menyampaikan
usul, jika dimintaoleh Badan Diklat Provinsi, sedang jika tidak ada permintaan,
cenderung organisasi-organisasi tersebut tidak menyampaikan usul kebutuhan
pendidikan dan Pelatihan.

Lembaga penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan perlu menentukan
kebutuhanbelajar secara spesiflk, sehingga ada kesesuaian antara kebutuhan individu
danorganisasi. Cara yang ditempuh oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah
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denganmengukur besarnya kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam
suatujabatan dengan tingkat penguasaan senyatanya oleh pelaksana jabatan.

Beberapaprinsip dasar pelaksanaan analisis kebutuhan diklat adalah (1). Dikem-
bangkan Berdasar Kompetensi; (2). Merupakan Bagian dari Desain Sistem
Pembelajaran; (3) MengikutiPendekatanSistem.

5. PEMBAHASAN

Kebijaksanaan negara yang mengatur tentang penentuan kebutuhan pendidikan
dan pelatihansebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun1994, yang
menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri dari
rangkaian proses identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan,penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Badan
Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri juga melakukan identifikasi
kebutuhanpendidikan dan pelatihan, sepanjang padajenis pendidikan dan pelatihan
yang bersifat umum dan merupakan pedoman bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan setiap tahun.

Analisis Kebutuhan Diklat merupakankegiatan yang telah lama dilaksanakan oleh
Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, yang dari waktu ke waktu terusmengalami
berbagai penyempurnaan metode untuk menjamin bahwa hasil analisistersebut benar-
benar dapat mengidentiFikasi kebutuhan belajar pegawai. Kebutuhan belajar tersebut
merupakan masalah prioritas yang harus dipeeahkan terutama untukdapat
memecahkan masalah  kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap
yangdiperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaipegawainegeri sipil.

Prosedur analisis secara luas akan meliputi identifikasi kesenjangan
antarakompetensi yang senyatanya dengan kompetensi yang seharusnya, pelaksanaan
pemecahan masalah yang dapat berupapelaksanaan diklat atau non diklat serta
evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan analisis.

Implementasi penentuan kebutuhanpendidikan dan pelatihanteknis dapat
dikatakan efektif jika seluruhpendidikan dan Pelatihan teknis yang ditawarkan oleh
Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, telahsesuaidengan sasaran organisasi secara
keseluruhan.

Implikasi Praktik

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan kekurang-sesuaian antara kebutuhan
danjenis pelatihan yang diberikan oleh Diklat. Sebagaimana diketahui bahwa diklat
yangseharusnya dibutuhkan adalah diklat teknis maupun diklat fungsional. Kedua
diklat initernyata dalam jumlah maupun dalam kualitas belum sebagaimana yang
diharapkanmeskipun partisipasi peserta diklat 90% tapi kurang mendukung dalam
implementasikarena perpindahan tempat kerja.

Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan kebutuhanpendidikan dan
pelatihanteknisoleh DIKLAT Provinsi Jawa Timur cenderung kurang tepat
sasaran,khususnya bentuk pelatihanteknis pada seluruhpemerintahankabupaten dan
kota.
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Implikasi Teoritik

Temuan dari penelitian ini menunjukkan fokus skill dan kompetensi masih belum
efektif oleh karena adopsi materi pembelajaran belum menyentuh persoalan isu
strategispembangunan Provinsi Jawa Timur dan spirit pemerintahan yang baik.

Materi pelajaran umum diajarkan oleh penyelenggara adalah melekatkan
nilaidalam setting tujuan agar dapat diterapkan dalam rencana Pelatihan.

Penyelenggaran pendidikan dan Pelatihan diharuskan menyusun koreksi
ataskesalahan yang terjadi dalam Pelatihan, sehingga secara jelas dapat diidentifikasi
apayang salah dan selanjutnya dapat disusun kembali pedoman /instruksi sesuali
dengan apayang diinginkan.

T-NAT merupakan suatu proses untuk mengintegrasikan tingkat penguasaan
pekerjaan (ability level) dengan tingkat kebutuhan pekerjaan (job need level). Tahap-
tahap: pertama pengukuran kebutuhan pelatihan menggunakan T-NAT aktivitas
meliputi: (a). Mengidentifikasi daftar uraian pekerjaan/ kompetensi; (b). Menguraikan
pekerjaan yang diharapkan dari seorang pegawai; (c). Mengidentifikasi
ketrampilan/pengetahuan yang diperlukan dalam uraian pekerjaan.

Proposisi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dalam pembuatan program
pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur harus didasarkan pada
analisis kebutuhan diklat melalui analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan
tugas dan analisis kebutuhan individu. Maka kesesuaian itu menggunakan metode
analisis kebutuhan diklat (Training Need Assessment Tool).

Untuk menganalisis kebutuhan diklat aparatur Pegawai Negeri Sipil diperlukan
suatu informasi yang akurat tentang kebutuhan organisasi (organizational needs),
kebutuhan tugas (task needs), dan kebutuhan individu pegawai (employee needs)
melalui analisis kebutuhan diklat.

Pilihan kebijakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (T-NAT/ Training Need
Assessment Tool) ditentukan hasil analisis terhadap kesesuaian antara kebutuhan
diklat oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Evaluasi yang terus menerus dilakukan, menjadi rujukan bagi analisis kebutuhan
diklat yang efektif dan efisien.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan banyak berpengaruh terhadap
keberhasilan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan, maka akan
menghasilkan peserta/lulusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang paling kompleks dan sulit
adalah pendidikan dan pelatihan teknis yang berfungsi untuk menunjang tugas pokok.
Yang bersifat teknis (non struktural) jumlahnya cukup banyak, sehingga diperlukan
jumlah pendidikan dan pelatihan teknis yang sesuai.

Kebijaksanaan penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang secara formal
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, yang dapat dipakai
sebagai pedoman teknis oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Karena itu dalam
penentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan masih mengacu pada pola lama yaitu
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belum menggunakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training needs
assessment). Faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya analisis kebutuhan diklat
dikarenakan komunikasi yang kurang, kemudian ketersediaan sumber daya,
khususnya informasi tentang kebutuhan diklat dalam Satuan SKPD masing-masing.

Analisis Kebutuhan Diklat dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data
yang spesifik serta akurat mengenai susunan kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap
jabatan struktural pada instansi-instansi pemerintah, yang mana hasil analisis
kebutuhan diklat dijadikan masukan dan titik acuan program pendidikan dan pelatihan
berdasar kesenjangan kompetensi.

Evaluasi pelatihan merupakan analisis “nilai” sebuah program pelatihan melalui
proses pengumpulan informasi yang sistematis tentang program pelatihan itu sendiri,
partisipan, pelatih, rancangan pelatihan, metode, sumber daya dan bahan-bahan yang
digunakan serta hasil pelatihan. Evaluasi pelatihan dapat dilakukan pada semua
komponen tersebut atau hanya pada salah satu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
Dalam pelaksanaan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan sebagai referensi
penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Evaluasi pasca diklat tidak bisa dilepaskan dari upaya implementasi hasil diklat
oleh alumninya. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden, tingkat
implementasi  hasil diklat untuk masing-masing diklat bervariasi, dimana
implementasi yang paling optimal ada pada diklat kepemimpinan, disusul diklat
teknis dan fungsional

Rekomendasi

Mengingat pentingnya penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, untuk
berhasilnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maka perlu mendapatkan
penanganan yang lebih mendalam oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, melalui
penyediaan tenaga pengajar yang lebih profesional dan fasilitas yang memadai.

Penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa
Timur seyogyanya lebih mendasarkan pada pendekatan jejaring kerja antar Badan
Pendidikan dan Pelatihan di daerah.

Kepada semua pimpinan organisasi hendaknya tidak membebankan tugas
penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan ini hanya kepada Badan Diklat
Provinsi Jawa Timur, tetapi juga membantu secara aktif untuk melakukan
memberikan informasi data analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Untuk lebih mengefektifkan organisasi yang menangani penentuan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan teknis hendaknya tugas Tim Koordinasi Penyusunan
Program Pendidikan dan Pelatihan, harus melakukan penyusunan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Model analisis kebutuhan yang kondusif untuk Provinsi Jawa Timur adalah T-
NAT (Training Need Assessment Tools) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan
kondisi Pemerintah Daerah sehingga didapatkan program diklat yang tepat sasaran,
berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dirasakan oleh para alumni diklat baik
dalam pengembangan kognitif, afektif maupun psikomotorik guna menunjang tugas
pokok dan fungsi organisasi.
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